


yang benar terhadap segala perkara). Ketiga, al-fikr
(tajam dan berwawasan luas). Keempat, al-iradat
(menghendaki  kesejahteraan, kemakmuran, dan
kemajuan seluruh lapisan masyarakat). Kelima, al-Nur
(menerangi negeri dengan cinta dan kasih sayang).

Kitab “Taj al-Salatin” atau “Tajussalatin”
memiliki 24 (dua puluh empat) bab di dalamnya. Bab
pertama merupakan titik tolak pembahasan masalah
secara keseluruhan, yaitu pentingnya pengenalan diri
sebagai khalifah Tuhan di bumi dan sebagai hambanya;
mengenal Allah sebagai pencipta; dan mengetahui
hakikat hidup di dunia serta masalah kematian,

Bab yang banyak membahas tentang kriteria
raja atau pemimpin di antaranya bab ke-5 dan bab ke-6.
Dalam bab ke-5, Bukhari al-Jauhari menambahkan
tentang beberapa syarat yang seharusnya dimiliki oleh
seorang raja atau pemimpin, agar dapat memerintah
negeri dengan adil dan benar Pertama, seorang
pemimpin harus dewasa dan matang dalam segala hal,
sehingga dapat membedakan yang baik dan buruk bagi
diri sendiri, masyarakat dan manusia pada umumnya.
Kedua, seorang pemimpin hendaknya memiliki ilmu
pengetahuan yang memadai, terutama yang berkenaan
dengan masalah etika pemerintahan, politik, dan
agama. Ketiga, yang menjadi pembantu raja atau
pemimpin mesti dewasa dan berilmu, serta menguasai
bidang kerjanya. Keempat, mempunyai wajah yang baik
dan penampilan menarik, sehingga orang mencintainya
dan tidak cacat mental dan fisik. Kelima, dermawan dan
pemurah, tidak kikir dan bakhil. Keenam, pemimpin
yang baik harus senantiasa ingat pada orang-orang
yang berbuat baik dan membantunya keluar dari
kesukaran, serta membalas kebaikan dengan kebaikan.
Ketujuh, pemimpin yang baik harus tegas dan berani,
terutama dalam menghadapi orang jahat dan negara
asing yang mengancam kedaulatan negara. Kedelapan,

tidak banyak makan dan tidur, tidak gemar bersenang -
senang dan berfoya-foya, karena hal itu dapat
membuatnya alpa dan lalai pada tugasnya sebagai
pemimpin. Kesembilan, tidak senang bermain
perempuan. Kesepuluh, seorang pemimpin yang dipilih,
sebaiknya dari kalangan laki-laki yang memenuhi
syarat dalam memimpin negara.

Pada bab ke-6, Bukhari al-Jauhari membahas
kembali keharusan seorang pemimpin berbuat adil
dalam segala hal. la mengutip surah al-Nahl ayat 90,
“Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan
ihsan ..". Menurut Bukhari Al-Jauhari, sikap adil ada
dalam perbuatan, perkataan dan niat yang benar.
Adapun ihsan mengandung makna adanya kebaikan
dan kearifan dalam perbuatan, perkataan, dan
pekerjaan. Pemimpin yang adil merupakan rahmat
Allah yang diberikan kepada masyarakat yang beriman.
Adapun pemimpin yang zalim, sering merupakan
hukuman dan laknat yang diturunkan kepada
masyarakat yang berbuat zalim. Bukhari Al-Jauhari,
juga menyebutkan tentang perkara yang menyebabkan
sebuah kerajaan runtuh. Pertama, pemimpin tidak
memperoleh informasi yang benar dan terperinci
tentang keadaan negeri dan menerima pendapat dari
sebelah pihak atau golongan. Keduaq, pemimpin
melindungi orang jahat. Ketiga, pegawai raja senang
menyampaikan berita bohong, menyebarkan fitnah,
dan membuat intrik-intrik yang membuat timbulnya
konflik.

Bukhari Al-Jauhari, bukan hanya sebagai ulama
fikih, tetapi juga seorang penyair dan penulis hikayat
yang ulung. Dalam karyanya tersebut, ia selalu
menyelipkan kispek (kisah pendek) yang sarat hikmah,
puisi yang sederhana, tetapi indah dalam maknanya.
Misalnya, “jika kulihat dalam tanah ikhwal sekalian
insan, tiadalah dapat kubedakan antara rakyat dan

sultan, fana jua sekalian yang ada, dengan Alllah
berfirman, “kullu man ‘alaiha faan”. Yaitu, barang siapa
yang di atas bumi akan lenyap jua.”

Dari pemikiran Bukhari Al-Jauhari,
mencerminkan bahwa peran ulama di era kesultanan
Aceh sangatlah besar, terutama dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Ulama memiliki posisi yang
cukup tinggi dalam mengarahkan kehidupan rakyat,
agar menjadi lebih baik, dengan lisan maupun
tulisannya. Namun, potensi ulama masa lalu dan
dihubungkan dengan kehidupan berbangsa dan
bernegara hari ini sangatlah berbeda. Peran ulama
telah mulai terasa merosot, karena ulama tidak lagi
menjadi referensi politik dan pemerintahan, apalagi
ketika ulama ikut dalam dunia politik praktis.
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